
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 882, 2014 KEMENKOMINFO. Telekomunikasi. Perangkat.
Alat. Sertifikasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/
M.KOMINFO/08/2008 tentang Sertifikasi Alat dan
Perangkat Telekomunikasi masih terdapat kekurangan
dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat
dalam melakukan proses sertifikasi alat dan perangkat
telekomunikasi;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi alat
dan perangkat telekomunikasi kepada masyarakat
agar lebih transparan, cepat dan tepat, Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
29/PER/M.KOMINFO/08/2008 tentang Sertifikasi
Alat dan Perangkat Telekomunikasi perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5171);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
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8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Telepon
Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer
Tablet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau
penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan
dalam bertelekomunikasi.
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3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi
yang memungkinkan bertelekomunikasi.

4. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah rangkaian
kegiatan penerbitan sertifikat terhadap alat dan perangkat
telekomunikasi.

5. Sertifikat Alat dan Perangat Telekomunikasi adalah dokumen yang
menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi
terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.

6. Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis alat
dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu,
dan bukan merupakan kategori series.

7. Perangkat Pelanggan (Customer Premisses Equipment/CPE) adalah
setiap terminal dan perangkat terkait milik pelanggan dan tersambung
dengan perangkat milik penyelenggara telekomunikasi.

8. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang atau
awak sarana pengangkut yang masih dalam bentuk kemasan.

9. Alat dan Perangkat Pendukung Telekomunikasi adalah alat dan
perangkat yang digunakan untuk mendukung pengoperasian
perangkat jaringan, perangkat akses dan perangkat pelanggan.

10. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian
kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap
persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.

11. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri
terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan
aspek elektris/elektronis, Iingkungan, keselamatan/ keamanan, dan
kesehatan.

12. Surat Pengantar Pengujian Perangkat yang selanjutnya disingkat SP3
adalah surat persetujuan dari Lembaga Sertifikasi kepada Balai Uji
untuk dilakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

13. Lembaga Penilai Kesesuaian (Conformity Assesment Body/CAB)
adalah Lembaga Sertifikasi dan/atau Balai Uji yang terakreditasi dan
ditetapkan oleh Badan Penetap.

14. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos
dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika.

15. Balai Uji adalah laboratorium milik negara atau laboratorium milik
swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Badan Penetap.

16. Evaluasi Dokumen adalah evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga
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Sertifikasi terhadap dokumen teknis yang disampaikan oleh pemohon.

17. Mutual Recognition Arrangement (Kesepakatan Saling Pengakuan)
yang selanjutnya disebut MRA adalah kesepakatan antara dua negara
atau lebih untuk saling mengakui atau menerima sebagian atau
keseluruhan dari suatu persyaratan teknis alat dan perangkat
telekomunikasi.

18. Pengujian Conformity adalah pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui suatu perangkat telekomunikasi dapat
terhubung/tersambung dengan alat telekomunikasi lainnya.

19. Badan Penetap (Designating Authority/DA) adalah Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

20. Hari adalah hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat
kecuali hari tersebut merupakan hari libur dan/atau hari libur
nasional.

21. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan sertifikasi alat
dan perangkat telekomunikasi.

22. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika.

24. Direktur adalah Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan
Informatika.

25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit,
dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah
Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan
berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi; dan/atau
b. Post Market Surveillance.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Post Market Surveillance
bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan
Menteri.


